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TENTANG
STANDAR LAYANAN tNFORMAS! PUBUK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT! MUNA

a. bahwa untuk metaksanakan ketentuan Pasa! 1 angka 4, Pasai 9 a it
(6), Pasa! 11 ayat (3), dan Pasa) 22 ayat (9), Pasa! 23, dan Pas ! 6 
ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 ter t; g 
Keterbukaan tnformasi Pubtik.

b. bahwa untuk memberikan standar bagi Badan Pubtik daism 
metaksanakan petayanan informasi pubiik, meningkatkan petayanan 
informasi pubtik di tingkungan Badan Putbik untuk menghasitkan 
tayanan informasi pubtik yang berkuatitas, menjamin pemenuhan h ik  
warga Negara untuk memperoteh akses informasi pubtic c n 
menjamin terwujudnya tujuan penyetenggaraan ketcri) s c 1 

informasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud p?  ̂ i ! f
a dan b di atas, maka pertu menetapkan Peraturan 9
tentang Standar Layanan tnformasi Pubtik.

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk^
daerah Tingkat tt di Sutawesi (Lembaran Negara Repubtik < r j 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
tndonesia Nomor 922);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peti ; ' 
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah, r !
sebagaimana teiah diubah beberapa kati, terakhir dengar „ J i 
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas U id r 
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da)r ! 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 2 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4437)

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan info t u 
Pubtik (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomcr 6 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4846)

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petayanan F't b 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2009 N oru r 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 5038)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penj c i 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tari r ! 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndones ^
4578);

l



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dHrt 
Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembur; i  
Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tamb. h. i  
Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi i 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Frc /i si 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub ik 
tndonesia2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reo :b < 
tndonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang ' i
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia T i i 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndone i r
4741);

10.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2000 *
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daera i;

11. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 t * ^
Pedoman Pengetotaan Petayanan tnformasi dan Dokun c  i
Lingkungan Kementrian Datam Negeri dan Pemerintahan Da- r f

12.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 t r  a  ̂
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat C ^ 1 
Kabupaten Muna;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 temang 
Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Muna:

14.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 T. h! i 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis ! i 
Kabupaten Muna;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 ^
Pembentukan Organisasi Sekretariat Kecamatan dan Keturaha i

16.Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2011 t r ? * 
Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Muna t h i 
2011;

17.Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2011 tentang F e i 
Pengetotaan Petayanan tnformasi dan Dokumentasi di ^ i 
Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;

18.Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fe ic i 
Petaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kabut: i i 
Muna.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati Muna tentang Standar Layanan tnformasi ' u tk
Kabupaten Muna.

BAB i 
KETENTUAN UMUM

Pasa! 1

Datam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adatah Kabupaten Muna.

2. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Muna.

3. Bupati adatah Bupati Muna.



4. Pemerintahan Daerah adatah penyetenggaraan urusan pemerintahan oieh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakitan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tuias 
pembantuan dengan prinsip otonomi seiuas-iuasnya datam sistem dan prirtsip Neg ra 
Kesatuan Repubtik tndonesia sebagaimana dimaksud datam Undang-undang Dasar 
Negara Repubiik tndonesia Tahun 1945.

5. Kepata Daerah yang setanjutnya disebut Bupati adatah Kepata Daerah Kabuaa^en 
Muna.

6. Unit Organisasi adatah satuan organisasi yang kedudukannya berada di bawa ) uan 
bertanggung jawab tangsung kepada dan/atau di bawah koordinasi Bupati, m l i r j t i  
seturuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

7. Aparat penyetenggara petayanan pubtik yang setanjutnya disebut apa ; t - ih
pejabat dan pegawai yang bekerja di datam organisasi penyetenggara ir i m
pubtik.

8. Standar Petayanan adatah totok ukur yang dipergunakan sebagai ped t in
penyetenggaraan petayanan dan acuan penitaian kuatitas petayanan sebagai ii in 
dan janji Penyetenggara kepada masyarakat datam rangka petayanan yang berkj i s, 
cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

9. Petayanan Pubtik adatah semua bentuk petayanan yang berkaitan dengan kepen n 3n
pubtik yang disetenggarakan oteh Lembaga Perangkat Daerah dan Badar s ia 
Daerah.

10. tnformasi adatah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang men^a d lg 
nitai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjetasannya yang dapat cih! it, 
didengar, dan dibaca yang disajikan datam berbagai kemasan dan format sesuai d nian 
perkembangan teknotogi informasi dan komunikasi secara etektronik ataupun 
nonetektronik.

11. tnformasi Pubtik adatah informasi yang dihasitkan, disimpan, diketota, dikirim, dan/atau 
diterima oteh suatu Badan Pubtik yang berkaitan dengan penyetenggara f an 
penyetenggaraan negara dan/atau penyetenggara dan penyetenggaraan Badan t'u !ik 
tainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
tnformasi Pubtik serta informasi tain yang berkaitan dengan kepentingan pubtik

12. Badan Pubtik adatah organisasi-organisasi perangkat daerah otonom Kabupaten V)<. ia 
yang menyetenggarakan tugas Negara yang sebagian atau seturuh dananya bersrm er 
dari Anggaran Pendapatan dan Betanja Negara dan/atau Anggaran Pendapaian  ̂an 
Betanja Daerah, terdiri dari Sekretariat Kabupaten Muna, Sekretariat DPRD Di* as, 
Badan, Kantor, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Keturahan.

13. Pembantu Pejabat Pengetota tnformasi dan Dokumentasi yang setanjutnya disitM t D 
adatah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokui t n, 
penyediaan, dan/atau petayanan informasi di Badan Pubtik dan bertang g , ib 
tangsung kepada atasan PPtD sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.

14. Atasan PPtD adatah pejabat yang merupakan atasan tangsung pej i )  tg
bersangkutan dan/atau atasan dari atasan tangsung pejabat yang bersangkut i  i

15. Meja tnformasi adatah tempat petayanan informasi pubtik serta berbagai sa a s  ̂ tu
fasititas penyetenggaraan petayanan informasi tainnya yang bertujuan mer u ! in 
perotehan informasi pubtik.

16. Daftar tnformasi Pubtik adatah catatan yang berisi keterangan secara sistem; t s ig
seturuh tnformasi Pubtik yang berada di bawah penguasaan Badan PuNi i )k
termasuk informasi yang dikecuatikan.

17. Pemohon tnformasi Pubtik adatah warga negara dan/atau badan hukum tndonesie y n g  
mengajukan permohonan informasi Pubtik sebagaimana diatur datam Undang urd^ng 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan tnformasi Pubtik.

18. Orang adatah orang perseorangan, ketompok orang, badan hukum, atau badan pui ik 
sebagaimana dimaksud datam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 te it  ig  
Keterbukaan tnformasi Pubtik.



Pasa) 2

Peraturan ini bertujuan untuk:
a. Memberikan standar bagi Badan Pubtik datam metaksanakan petayanan tnformasi Pubiik;
b. Meningkatkan petayanan tnformasi Pubtik di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabuoaten 

Muna untuk menghasitkan tayanan tnformasi Pubtik yang berkuatitas;
c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoteh akses tnformasi Pubiik: dan
d. Menjamin terwujudnya tujuan penyetenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana 

diatur datam Undang-undang Keterbukaan tnformasi Pubtik.

BAB H 
BADAN PUBUK

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup Badan Pubtik

Pasat 3

(1) Ruang iingkup Badan Pubtik sesuai dengan Peraturan ini mencakup:
a. Sekretariat Kabupaten Muna.
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Muna.
c. Dinas, Badan, Kantor.
d. Pemerintah Kecamatan.
e. Pemerintah Desa/Keturahan.

(2) Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana di id
pada ayat (1) tetapi beium masuk, tetap dianggap Badan Pubiik sebagaimnn i ur
datam Undang-undang Keterbukaan informasi Pubtik.

Bagian Kedua 
Kewajiban Badan Pubtik datam Petayanan tnformasi

Pasat 4

Badan Pubtik wajib:
a. Menetapkan Peraturan mengenai standar prosedur operasionai tayanan tnformasi i ik 

sesuai dengan Peraturan ini;
b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk men ;e! ta 

tnformasi Pubtik secara baik dan efisien;
c. Menunjuk dan mengangkat PPtD untuk metaksanakan tugas dan tanggung jawab serta 

wewenangnya;
d. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi iayanan tnformasi Pub!ik f e ai 

dengan Peraturan perundang-undangan yang bertaku;
e. Menyediakan sarana dan prasarana iayanan tnformasi Pubtik, termasuk < i in 

pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Pubtik;
f. Menetapkan standar biaya perotehan saiinan tnformasi Pubiik;
g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkata Daftar tnformasi Pubtik atas st r th 

tnformasi Pubtik yang diketota;
h. Menyediakan dan memberikan tnformasi Pubiik sebagaimana diatur daiam Peratu m  

ini;
i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oteh Pemohon tnformasi t'u ik 

yang mengajukan keberatan;
j. Membuat dan mengumumkan iaporan tentang iayanan tnformasi Pubiik sesu3i L i m 

Peraturan ini serta menyampaikan satinan iaporan kepada Komisi tnformasi; dan 
k. Metakukan evatuasi dan pengawasan terhadap petaksanaan tayanan tnformasi ) m ik 

pada instansinya.
Pasa) 5

Badan Pubtik bisa menunjuk pejabat fungsionat dan/atau petugas informasi yang membantu 
PPtD datam metaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan 
kebutuhan dan ketersediaan anggaran.



Bagian Ketiga 
Tanggung Jawab dan Wewenang PP!D

Pasa! 6

PPtD bertanggung jawab di bidang tayanan tnformasi Pubtik yang meht L t ^
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan petayanan tnformasi Pubtik.

Pasa) 7

(1) PPtD bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumc y a ,n 
seturuh informasi Pubtik yang berada di Badan Pubtik.

(2) Datam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPtD bei tL 3s 
mengkoordinasikan pengumputan seturuh tnformasi Pubtik secara fisik dari set ip  
unit/satuan kerja yang metiputi:
a. tnformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkata;
b. tnformasi yang wajib tersedia setiap saat;
c. tnformasi terbuka tainnya yang diminta pemohon informasi pubtik.

(3) Datam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPi ) r  L ts
mengkoordinasikan pendataan tnformasi Pubtik yang dikuasai oteh setiap i i! t m
kerja di Badan Pubtik datam rangka pembuatan dan pemutakhiran Dafta ! si
Pubtik setetah dimutakhirkan oteh pimpinan masing-masing unit/satuan kerj. < s: r g-
kurangnya 1 (satu) kaii datam sebutan.

(4) Penyimpanan tnformasi Pubtik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d^r , 2)
ditaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang kearsipan

Pasa! 8

(1) PPtD bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan peiayanar ,< t <h 
tnformasi Pubtik di bawah penguasaan Badan Pubtik yang dapat diakses oteh puNit

(2) Datam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPtD bet u 35 

mengkoordinasikan penyediaan dan petayanan tnformasi Pubtik metatui pengumurr an 
dan/atau permohonan.

(3) Datam ha) kewajiban mengumumkan tnformasi Pubtik, PPtD bertugas j r  tk 
mengkoordinasikan:
a. Pengumuman tnformasi Pubtik metatui media yang secara efektif dapat menim gs u 

seturuh pemangku kepentingan; dan
b. Penyampaian informasi Pubtik datam bahasa tndonesia yang baik dan benar, mu: uh 

dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan o eh 
penduduk setempat.

(4) Datam hat adanya permohonan tnformasi Pubtik, PPtD bertugas:
a. Mengkoordinasikan pemberian tnformasi Pubtik yang dapat diakses oteh pubiik 

dengan petugas informasi di berbagai unit petayanan informasi untuk memenuhi 
permohonan tnformasi Pubtik;

b. Metakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbut sebagaimana diatu ra! m 
Pasat 19 Undang-undang Keterbukaan tnformasi Pubtik sebetum menya a m 
tnformasi Pubtik tertentu dikecuatikan;

c. Menyertakan aiasan tertutis pengecuatian tnformasi Pubtik secara jetas dan le; s, 
datam hat permohonan tnformasi Pubtik ditoiak;

d. Menghitamkan atau mengaburkan tnformasi Pubtik yang dikecuatikan b( s a 
atasannya; dan

e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsionat dan/atau petugas inforn ; s ( n 
rangka peningkatan kuatitas tayanan tnformasi Pubtik.

(5) Daiam hat terdapat keberatan atas penyediaan dan petayanan tnformasi P ; D
bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberata i s
berdasarkan prosedur penyetesaian keberatan apabiia permohonan tnfornsr t ' k 
ditotak.



Pasa! 9

Datam metaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PP!D berwenang:
a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Pubtik datam metaksanakan 

petayanan tnformasi Pubtik;
b. Memutuskan suatu tnformasi Pubtik dapat diakses pubtik atau tidak berdrs <ri an 

pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur datam Pasat 8 ayat (4) huruf b:
c. Menotak permohonan tnformasi Pubtik secara tertutis apabita tnformasi Pub < < \ ig  

dimohon termasuk informasi yang dikecuatikan/rahasia dengan disertai alas^ n s ta 
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan <<:! f ? in 
atas penotakan tersebut; dan

d. Menugaskan pejabat fungsionat dan/atau petugas informasi di bawah wewenan, 3n 
koordinasinya untuk membuat, memetihara, dan/atau memutakhirkan Daftar irfc r isi 
Pubtik secara berkata sekurang-kurangnya 1 (satu) kati datam sebutan datam hai t a 3n 
Pubtik memitiki pejabat fungsionat dan/atau petugas informasi.

Pasat 10

PPtD bertanggungjawab kepada atasan PPtD datam metaksanakan tugas, tanggung j ' b, 
dan wewenangnya.

BAB!!!
!NFORMAS! YANG WAJ!B D!SED!AKAN DAN DHJMUMKAN

Bagian Kesatu
tnformasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkata

Pasa! 11
(1) Setiap Badan Pubtik wajib mengumumkan secara berkata tnformasi Pubiik y ig 

sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. tnformasi tentang profi! Badan Pubtik yang metiputi:

1. tnformasi tentang kedudukan atau domisiti beserta atamat tengkap, ruang tii g ip 
kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Pubtik beserta kan 'i i it- 
unit di bawahnya.

2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profit singi rt 3t 
strukturat.

3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib metakukannya ig t h 
diperiksa, diverifikasi, dan tetah dikirimkan oteh Komisi Pemberantasan ko j s (e 
Badan Pubtik untuk diumumkan.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dij3i;n :n 
datam iingkup Badan Pubtik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Nama program dan kegiatan
2. Penanggung jawab, petaksana program dan kegiatan serta nomo te e <n 

dan/atau atamat yang dapat dihubungi
3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
4. Jadwat petaksanaan program dan kegiatan
5. Anggaran program dan kegiatan yang metiputi sumber dan jumtah
6. Agenda penting terkait petaksanaan tugas Badan Pubtik
7. tnformasi khusus tainnya yang berkaitan tangsung dengan hak-hak masyarakat
8. tnformasi tentang penerimaan caton pegawai dan/atau pejabat Badan Pubiik 

Negara
9. tnformasi tentang penerimaan caton peserta didik pada Badan Pubtik yang 

menyetenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
c. Ringkasan informasi tentang kinerja datam tingkup Badan Pubtik berupa rarasi 

tentang reatisasi kegiatan yang tetah maupun sedang dijatankan beserta capaiamy i;
d. Ringkasan taporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Rencana dan taporan reatisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas dan catatan atas taporan keuangan yang disusun sesuai dent an 

standar akuntansi yang bertaku
4. Daftar aset dan investasi;



e. Ringkasan iaporan akses informasi Pubiik yang sekurang-kurangnya terdiri atas.
1. Jumiah permohonan informasi Pubtik yang diterima
2. Waktu yang diperiukan datam memenuhi setiap permohonan tnformasi Publik
3. Jumtah permohonan tnformasi Pubtik yang dikabutkan baik sebagian atau 

seturuhnya dan permohonan tnformasi Pubtik yang ditotak
4. Atasan penotakan permohonan tnformasi Pubtik

f. tnformasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan p au 
berdampak bagi pubtik yang diketuarkan oteh Badan Pubtik yang sekurang-kun ig /a 
terdiri atas:
1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang un'e i? n, 

Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang datam proses pembuatan
2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan ya ig  ^ ih 

disahkan atau ditetapkan;
g. tnformasi tentang hak dan tata cara memperoteh tnformasi Pubtik, serta t ;r ;  c ra 

pengajuan keberatan serta proses penyetesaian sengketa tnformasi Pubiik b ri ut 
pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;

h. tnformasi tentang tata cara pengaduan penyatahgunaan wewenang atau peia s , 3n 
yang ditakukan baik oteh pejabat Badan Pubtik maupun pihak yang mendapa' k; i in 
atau perjanjian kerja dari Badan Pubtik yang bersangkutan;

i. tnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pcrr tu an 
perundang-undangan terkait;

j. tnformasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan dan ra di 
setiap kantor Badan Pubtik.

(2) Pengumuman secara berkata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan seiambat- 
tambatnya 1 (satu) kati datam setahun.

Bagian Kedua 
tnformasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta tVterta

Pasat 12

(1) Setiap Badan Pubtik yang memitiki kewenangan atas suatu informasi yang dapat 
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Pubtik 
yang berwenang memberikan izin dan/atau metakukan perjanjian kerja dengan pihak 
iain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan kf tf t an 
umum wajib memitiki standar pengumuman informasi secara serta merta.

(2) tnformasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban r m 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi antara tain:
a. tnformasi tentang bencana atam seperti kekeringan, kebakaran hutan kent  ̂ E or 

atam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian tuar biasa e i art 
antariksa atau benda-benda angkasa;

b. tnformasi tentang keadaan bencana non atam seperti kegagatan indurtr au 
teknotogi, dampak industri, tedakan nuktir, pencemaran tingkungan dr r o  an 
keantariksaan;

c. Bencana sosiat seperti kerusuhan sosiat, konftik sosiat antar keiompok ar
komunitas masyarakat dan teror;

d. tnformasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber pers / t ng 
berpotensi menutar;

e. tnformasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oteh m :  ; : at; 
dan/atau

f. tnformasi tentang rencana gangguan terhadap utiiitas pubtik.
(3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekjr rtg- 

kurangnya metiputi:
a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbutkan;
b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum m i: un 

pegawai Badan Pubtik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan ? tik 
tersebut;

c. Prosedur dan tempat evakuasi apabiia keadaan darurat terjadi;
d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbutkan;
e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;



f. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam haja h up 
orang banyak dan ketertiban umum;

g. Tata cara pengumuman informasi apabita keadaan darurat terjadi;
h. Upaya-upaya yang diiakukan oteh Badan Pubtik dan/atau pihak-pihak yang 

berwenang datam menunggutangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbutkan.
(4) Badan Pubtik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi petaksanaan 

standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
serta memastikan petaksanaannya oteh pihak yang menerima izin dan/atau meiakukan 
perjanjian kerja.

Bagian Ketiga 
tnformasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasa! 13

(1) Setiap Badan Pubtik wajib menyediakan tnformasi Pubtik setiap saat yang sekurang- 
kurangnya terdiri atas:
a. Daftar tnformasi Pubtik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Nomor
2. Ringkasan isi informasi
3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
6. Bentuk informasi yang tersedia
7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

b. tnformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Pub h ng 
sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimb-s - ng 

mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kab 'c an 

tersebut
3. Risatah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau keb ja an 

tersebut
4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang tetah diterbitkan;

c. Seturuh informasi tengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara b r uta 
sebagaimana dimaksud datam Pasat 11;

d. tnformasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara i
1. Pedoman pengetotaan organisasi, administrasi, personit dan keuangan
2. Profit tengkap pimpinan dan pegawai yang metiputi nama, sejarah karie < au 

posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diteri y j
3. Anggaran Badan Pubtik secara umum maupun anggaran secara khusu: ;iit

petaksana teknis serta taporan keuangannya
4. Data statistik yang dibuat dan diketota oteh Badan Pubtik;

e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Pubtik datam rangka pe-aks r in 

tugas pokok dan fungsinya;
g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau diketuarkan berikut dct< i m 

pendukungnya, dan taporan penaatan izin yang diberikan;
h. Data perbendaharaan atau inventaris;
i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Pubtik; 
j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
k. tnformasi mengenai kegiatan petayanan tnformasi Pubtik yang diiaksanakan samna 

dan prasarana tayanan tnformasi Pubtik yang dimitiki beserta kondisinya, sum:er 
daya manusia yang menangani tayanan tnformasi Pubtik beserta kuatifika;i a, 
anggaran tayanan tnformasi Pubtik serta taporan penggunaannya; 

t. Jumtah, jenis, dan gambaran umum petanggaran yang ditemukan datam pengawasan 
internat serta taporan penindakannya;



m.Jumtah, jenis, dan gambaran umum petanggaran yang ditaporkan oteh rrta: y;  ̂ at 
serta iaporan penindakannya; 

n. Daftar serta hasii-hasii peneiitian yang diiakukan;
o. tnformasi Pubiik iain yang teiah dinyatakan terbuka bagi masyarakat b e rd a s i !n 

mekanisme keberatan dan/atau penyetesaian sengketa sebagaimana dini;^: id 
datam Pasat 11 Undang-undang Keterbukaan tnformasi Pubtik; 

p. tnformasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud r ain m 
Pasat 4 bagi Badan Pubiik yang memberikan izin dan/atau metakukan perjanjian 
kerja dengan pihak tain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum; 

q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat pubtik daiam pertemuan yf ig 
terbuka untuk umum.

(2) Daftar informasi Pubtik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran i 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB !V
!NFORMASi YANG D!KECUAL!KAN 

Bagian Kesatu
Umum

Pasa! 14

Setiap badan pubtik wajib membuka akses tnformasi Pubtik bagi setiap Pemohon info n si 
Pubtik, kecuati informasi yang dikecuatikan sebagaimana diatur datam Undang-m drng 
Keterbukaan tnformasi Pubtik.

Pasai 15

Pengecuatian tnformasi Pubtik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang t m ;ut 
apabita suatu informasi diberikan serta setetah dipertimbangkan dengan seksama -'a 
menutup informasi Pubtik dapat metindungi kepentingan yang tebih besar d r o 'a 
membukanya atau sebatiknya.

Bagian Kedua 
Tata Cara Pengecuatian tnformasi Pubtik

Pasa! 16

(1) PPtD wajib metakukan pengujian konsekuensi berdasarkan atasan pada Paso i 17 
Undang-undang Keterbukaan tnformasi Pubtik sebeium menyatakan suatu tnformasi 
Pubtik sebagai tnformasi Pubtik yang dikecuatikan.

(2) PPtD yang metakukan pengujian konsekuensi berdasarkan atasan pada Pasat 17 huruf j 
Undang-undang Keterbukaan tnformasi Pubtik wajib menyebutkan ketentuan yang 
secara jetas dan tegas pada Undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu 
informasi wajib dirahasiakan.

(3) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara 
tertutis dan disertakan datam surat pemberitahuan tertuiis atas permohonan tnformasi 
Pubtik.

(4) Datam metaksanakan pengujian konsekuensi, PPtD ditarang mempertimbangkan a asnn 
pengecuatian setain hai-ha) yang diatur datam Pasat 17 Undang-undang Keterbrkf m 
tnformasi Pubtik.

Pasat 17

(1) PPtD wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan c a n 
suatu satinan dokumen tnformasi Pubtik yang akan diberikan kepada pubtik.

(2) PPtD tidak dapat menjadikan pengecuatian sebagian informasi datam suatu s: !t m
tnformasi Pubtik sebagai atasan untuk mengecuatikan akses pubtik to l ..i p
keseiuruhan satinan tnformasi Pubtik.

(3) Datam hat ditakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPtD wajib rr en ( i n
atasan dan materinya pada masing-masing hat yang dihitamkan atau d ikabu ri n



Pasa! 18

(1) Badan Pubiik dapat mengatur iebih ianjut mengenai tata cara pengecuatian !nfo m si
Pubtik sebagaimana dimaksud datam Pasat 16 dan Pasat 17 .

(2) Pengaturan mengenai tata cara pengecuatian tnformasi Pubtik sebagaimana dim; k̂  id
pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu petayanan info rn si
sebagaimana diatur datam Peraturan ini.

BAB V
STANDAR LAYANAN !NFORMAS! PUBUK 

Bagian Kesatu
Umum

Pasa! 19

(1) Setiap orang berhak memperoteh !nformasi Pubtik dengan cara metihat dan mengetahui 
informasi serta mendapatkan satinan tnformasi Pubtik.

(2) Badan Pubtik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metatui:
a. Pengumuman tnformasi Pubtik; dan
b. Penyediaan tnformasi Pubtik berdasarkan permohonan.

Bagian Kedua
Standar Layanan tnformasi Pubtik Me!a!ui Pengumuman

Pasa! 20

(1) Badan Pubtik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 11
(2) Badan Pubtik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkata sebagaimana dimaksud datam Pasat 11 sekurang- 
kurangnya metatui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah 
diakses oteh masyarakat.

(3) Badan Pubtik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disedia!-n! n 
diumumkan secara berkata sebagaimana dimaksud pada Pasat 11 sekurang! u i  ̂ a 
metatui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oteh masyarakat

(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), d t y 3) 
dengan mempergunakan bahasa tndonesia yang baik dan benar, mudah dipahatri s< a 
dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempf

(5) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 3) 
disampaikan datam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kem aTp n 
berbeda untuk memperoteh informasi.

Pasat 21

(1) Badan Pubtik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan info m isi 
sebagaimana dimaksud datam Pasat 12 dengan menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.

(2) Badan Pubtik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara 
berkata informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang 
berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan 
informasi keadaan darurat.

(3) Badan Pubtik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian d fngnn 
pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidu3 'r r,g 
banyak serta ketertiban umum wajib:
a. Mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak pihak y g 

berpotensi terkena dampak;
b. Menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarit a n 

informasi keadaan darurat.



Bagian Ketiga
Standar Layanan informasi Pubiik Meiaiui Permohonan

Pasai 22

Seturuh informasi Pubiik yang berada pada Badan Pubiik seiain informasi yang dikecu. ti m  
dapat diakses o!eh Pubtik metatui prosedur permohonan tnformasi Pubtik.

Pasat 23

(1) Permohonan tnformasi Pubtik dapat ditakukan secara tertutis atau tidak tertu! s
(2) Datam hat permohonan diajukan secara tertutis, pemohon:

a. Mengisi formuiir permohonan; dan
b. Membayar biaya satinan dan/atau pengiriman informasi apabiia dibutuhkan

(3) Datam hat permohonan diajukan secara tidak tertutis, PPtD memastikan p ? t ;n
informasi Pubtik tercatat datam formutir permohonan.

(4) Formutir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3 : g-
kurangnya memuat:
a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor seteiah permohonan !r o n si 

Pubtik di registrasi;
b. Nama;
c. Atamat;
d. Pekerjaan;
e. Nomor teiepon/e-maii;
f. Rincian informasi yang dibutuhkan;
g. Tujuan penggunaan informasi;
h. Cara memperoteh informasi; dan
i. Cara mendapatkan saiinan informasi.

(5) Formuiir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdappt p la 
Lampiran ti yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasai 24

(1) PPtD wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan informasi Pubtik da) r 3r
permohonan.

(2) PPtD wajib memastikan formuiir permohonan yang tetah diberikan nomor pe i: r ;n 
sebagai tanda bukti permohonan tnformasi Pubtik diserahkan kepada - n  )n 
tnformasi Pubiik.

(3) Datam hat permohonan tnformasi Pubtik ditakukan metatui surat etektrcni  ̂ iu 
pemohon datang tangsung, PPtD wajib memastikan diberikannya nomor penda in 
pada saat permohonan diterima.

(4) Daiam hai permohonan tnformasi Pubtik ditakukan metatui surat atau faksimiii a m  ( ra 
iain yang tidak memungkinkan bagi Badan Pubtik untuk memberikan m  or 
pendaftaran secara tangsung, PPtD wajib memastikan nomor pendaftaran ciH i i in 
kepada Pemohon tnformasi Pubtik.

(5) Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan df m nn 
pengiriman tnformasi Pubtik.

(6) PPtD wajib menyimpan satinan formutir permohonan yang tetah diberikan nomor 
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan tnformasi Pubiik.

(7) Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat:
a. Nomor pendaftaran permohonan;
b. Tanggai permohonan;
c. Nama Pemohon informasi Pubtik;
d. Atamat;
e. Pekerjaan;
f. Nomor kontak;
g. tnformasi Pubtik yang diminta;
h. Tujuan penggunaan informasi;
i. Status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di t ih 

penguasaan Badan Pubtik atau tetah didokumentasikan;



j. Format informasi yang dikuasai;
k. Jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon !nformasi ingin meiihat s au 

mendapatkan satinan informasi; 
t. Keputusan untuk menerima, menotak, atau menyarankan ke Badan Publik iain bila 

informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Pubtik tain; 
m.Atasan penotakan bita permohonan tnformasi Pubtik ditotak; 
n. Hari dan tangga) Pemberitahuan Tertutis serta pemberian informasi; dan
o. Biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan tnformasi Pubtik yang diminta

(8) Format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercapi i ia 
Lampiran ttt dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasat 25

(1) Datam hat Pemohon tnformasi Pubtik bermaksud untuk metihat dan mer.geta iui 
tnformasi Pubtik, PPtD wajib:
a. Memberikan akses bagi Pemohon untuk metihat tnformasi Pubtik yang dibL ' : < i  di

tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa tnformasi Prb g
dimohon;

b. Memberikan atasan tertutis sebagaimana dimaksud datam Pasat 16 dan P ;s i 7 
apabita permohonan tnformasi Pubtik ditotak; dan

c. Memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta fcm u  t va 
bita dikehendaki.

(2) Datam hat Pemohon tnformasi Pubtik meminta satinan informasi, PPtD ^6jib 
mengkoordinasikan dan memastikan:
a. Pemohon tnformasi Pubtik memitiki akses untuk metihat tnformasi Publ k v ; .g 

dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa tnfo n si 
Pubtik yang dimohon;

b. Pemohon tnformasi Pubtik mendapatkan satinan informasi yang dibutuhkan;
c. pemberian atasan tertutis dengan mengacu kepada ketentuan datam Pasat I f  an

Pasat 17 apabita permohonan informasi ditotak; dan
d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formuiirrya 

bita dikehendaki.
(3) PPtD wajib memastikan Pemohon tnformasi Pubtik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) dibantu datam metengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam at 
23 setambat-tambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan tnformasi Pubtik diaju! a

(4) PPtD wajib memastikan permohonan Pemohon tnformasi Pubtik sebagaimana ji n; < d 
pada ayat (1) dan (2) tercatat datam register permohonan sebagaimana <]i n; k d 
dalam Pasat 24.

Pasa! 26

(1) PPtD wajib memberikan pemberitahuan tertutis yang merupakan jawaban Bada: f - k 
atas setiap permohonan tnformasi Pubtik.

(2) Pemberitahuan tertutis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a. Apakah tnformasi Pubtik yang diminta berada di bawah penguasaannya atr i
b. Memberitahukan Badan Pubtik mana yang menguasai informasi yang dini < : n

hat informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
c. Menerima atau menotak permohonan tnformasi Pubtik berikut atasannya;
d. Bentuk tnformasi Pubtik yang tersedia;
e. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan tnformasi Pubtik yang dimo ic ,
f. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan tnformasi Pubtik yang dimohon;
g. Penjetasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bita ada; dan
h. Penjetasan apabita informasi tidak dapat diberikan karena betum dikuasai a u 

betum didokumentasikan.
(3) Datam hat tnformasi Pubtik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seturuhn a i a 

saat permohonan ditakukan, PPtD wajib menyampaikan pemberitahuan f i is 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan tnformasi Publik y ig  
dimohon.



(4) Daiam hai tnformasi Pubiik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik sebar an 
atau seturuhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan diiakukan, PPtD w jib 
menyampaikan pemberitahuan tertutis dan informasi Pubiik yang dimohon kepada 
Pemohon informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur datam Peraturan ini

(5) Daiam hat permohonan tnformasi Pubtik ditotak, PPtD wajib menyampaikan 
pemberitahuan tertutis bersamaan dengan Surat Keputusan PPtD tentang Penoiakan 
Permohonan tnformasi.

(6) Surat Keputusan PP!D tentang Penotakan Permohonan tnformasi oteh PPtD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
a. Nomor pendaftaran;
b. Nama;
c. Atamat;
d. Pekerjaan;
e. Nomor teiepon/emaii;
f. tnformasi yang dibutuhkan;
g. Keputusan pengecuatian dan penotakan informasi;
h. Atasan pengecuatian; dan
i. Konsekuensi yang diperkirakan akan timbut apabita informasi dibuka dan di ) r in 

kepada Pemohon tnformasi.
(7) Pemberitahuan tertutis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tnformasi  ̂ \ ig

dimohon disampaikan pating tambat 10 (seputuh) hari kerja sejak permohonan d  ̂ i 3.
(8) Datam hat permohonan informasi tidak disampaikan secara tangsung atau meiai-i 3 at 

etektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan i r i
(9) Datam hat PPtD betum menguasai atau mendokumentasikan tnformasi Pub ik ) ig  

dimohon dan/atau betum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon te, r c ik  
tnformasi Pubtik yang dikecuatikan, PPtD memberitahukan perpanjangan r tu 
pemberitahuan tertutis beserta atasannya.

(10)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta penyampaian h si 
Pubtik yang dimohon ditakukan seiambat-iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sej i'r t 
waktu pemberitahuan tertutis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidat- , at 
diperpanjang tagi.

(11)Format pemberitahuan tertutis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat p da 
Lampiran tV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(12)Format Surat Keputusan PPtD tentang Penotakan Permohonan tnformasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) terdapat pada Lampiran V sebagai bagian yang ti' ak 
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasat 27

(1). Badan pubtik mengenakan biaya untuk mendapatkan satinan tnformasi Pubiik ; <̂i n in 
mungkin.

(2). Badan Pubtik menetapkan standar biaya perotehan satinan tnformasi Pubtik y c iri 
atas:
a. Biaya penyatinan tnformasi Pubtik;
b. Biaya pengiriman tnformasi Pubtik; dan
c. Biaya pengurusan izin pemberian tnformasi Pubtik yang di datamnya ; at 

informasi pihak ketiga.
(3). Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan be d s ! in 

pertimbangan standar biaya yang bertaku umum di witayah setempat.
(4) Standar biaya perotehan satinan tnformasi Pubtik sebagaimana dimaksud ayat 1) 

ditetapkan datam surat keputusan Pimpinan Badan Pubtik setetah mendapit in 
masukan dari masyarakat dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan y ig  
bertaku.

Pasa! 28

(1). Badan Pubtik menetapkan tata cara pembayaran biaya perotehan satinan tric r si 
Pubtik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang bertaku.

(2). Tata cara pembayaran biaya perotehan tnformasi Pubtik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adatah:



a. Dibayarkan secara tangsung kepada badan pubiik di mana permohonan diif h i n; 
atau

b. Dibayarkan metatui rekening resmi Badan Pubtik berdasarkan " i in 
perundangundangan yang bertaku.

(3). Datam hat pembayaran secara tangsung, Badan Pubtik wajib memberikan *Fn ia b <ti 
penerimaan pembayaran biaya perotehan satinan informasi secara terinni < c da 
Pemohon tnformasi Pubtik.

(4). Badan Pubtik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran perotehan sahnan
tnformasi Pubtik sesuai dengan tata cara pengumuman tnformasi Pubtik secara i.

Bagian Keempat 
Makiumat Petayanan informasi Pubtik

Pasa) 29

Badan Pubtik mengatur tebih tanjut maktumat petayanan tnformasi Pubtik berdasarkan 
standar tayanan datam Peraturan ini dan Peraturan perundang-undangan di bidang 
petayanan pubtik.

BAB V!
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Bagian Kesatu 
Pengajuan Keberatan

Pasat 30

(1) Pemohon tnformasi Pubtik berhak mengajukan keberatan datam hat ditemukannya 
atasan sebagai berikut:
a. Penotakan atas permohonan tnformasi Pubtik sebagaimana dimaksud da an  ' at 

16;
b. Tidak disediakannya informasi berkata sebagaimana dimaksud datam Pasa) 11.
c. Tidak ditanggapinya permohonan tnformasi Pubtik;
d. Permohonan tnformasi Pubtik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. Tidak dipenuhinya permohonan tnformasi Pubtik;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. Penyampaian tnformasi Pubtik yang metebihi waktu yang diatur datam Peraturan ini

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan 
PPtD metatui PPtD.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan tv-p; da 
pihak tain yang cakap di hadapan hukum.

Pasai 31

(1) Badan Pubtik wajib mengumumkan tata cara pengetotaan keberatan disertai dengan 
nama, atamat, dan nomor kontak PPtD.

(2) Badan Pubtik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif datam menerima 
keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimitikinya.

Bagian Kedua 
Registrasi Keberatan

Pasat 32

(1) Pengajuan keberatan ditakukan dengan cara mengisi formutir keberatan y ig 
disediakan oteh Badan Pubtik.

(2) Datam hat pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPIP ib
membantu Pemohon tnformasi Pubtik yang mengajukan keberatan atau i  * ig
menerima kuasa untuk mengisikan formutir keberatan dan kemudian rt f sn
nomor registrasi pengajuan keberatan.



(3) Formutir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. Nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. Nomor pendaftaran permohonan informasi Pubiik;
c. Tujuan penggunaan informasi Pubiik;
d. identitas tengkap Pemohon informasi Pubiik yang mengajukan keberatan:
e. identitas kuasa Pemohon informasi Pubiik yang mengajukan keberatan biia ada
f. Aiasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud daiam Pasat 31;
g. Kasus posisi permohonan informasi Pubtik;
h. Waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oieh petugas;
i. Nama dan tanda tangan Pemohon informasi Pubiik yang mengajukan keberatan dan 
j. Nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

(4) PPiD wajib memberikan satinan formuiir keberatan sebagaimana dimaksud pada a /at
(3) kepada Pemohon informasi Pubiik yang mengajukan keberatan atau kuasanya 
sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(5) Format formuiir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat prda 
Lampiran Vt dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(6) Format formutir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beriaku puia datam hai 
Badan Pubtik menyediakan sarana pengajuan keberatan metatui atat komunikasi 
eiektronik.

Pasa! 33

(1) PP!D wajib mencatat pengajuan keberatan datam register keberatan.
(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. Nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. Tangga) diterimanya keberatan;
c. tdentitas iengkap Pemohon tnformasi Pubiik dan/atau kuasanya yang menga ukan 

keberatan;
d. Nomor pendaftaran permohonan tnformasi Pubiik;
e. tnformasi Pubtik yang diminta;
f. Tujuan penggunaan informasi;
g. Atasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud daiam Pasat 35 Undang u; d ig 

Keterbukaan informasi Pubtik;
h. Keputusan Atasan PPtD;
i. Hari dan tanggai pemberian tanggapan atas keberatan; 
j. Nama dan posisi atasan PPtD; dan
k. Tanggapan Pemohon tnformasi.

(3) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat p^da 
Lampiran Vti yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga 
Tanggapan Atas Keberatan

Pasat 34

(1) Atasan PPiD wajib memberikan tanggapan daiam bentuk keputusan tertutis yang 
disampaikan kepada Pemohon tnformasi Pubtik yang mengajukan keberatan atau pihak 
yang menerima kuasa setambat-tambatnya 30 (tiga puiuh) hari sejak dicatatnya 
pengajuan keberatan tersebut datam register keberatan.

(2) Keputusan tertutis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memua
a. Tanggat pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. Tanggapan/jawaban tertutis atasan PPtD atas keberatan yang diajukan;
d. Perintah atasan PPiD kepada PPiD untuk memberikan sebagian atau sf k h 

informasi Pubiik yang diminta datam hat keberatan diterima; dan
e. Jangka waktu petaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

(3) PPtD wajib metaksanakan keputusan tertutis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p- da 
saat ditetapkannya keputusan tertuiis tersebut.



Pasat 35

(1) Pemohon tnformasi Pubtik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima 
kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPtD berhak mengajukan permohonan 
penyetesaian sengketa tnformasi Pubtik kepada Komisi tnformasi setambat-tambatnya 
14 (empat betas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPtD.

(2) Tata cara penyetesaian sengketa oteh Komisi tnformasi diatur tebih tanjut < a! m 
Keputusan Komisi tnformasi mengenai penyetesaian sengketa informasi.

BAB VM 
LAPORAN DAN EVALUASt

Bagian Kesatu 
Laporan

Pasat 36

(1) Badan Pubtik wajib membuat dan menyediakan taporan tayanan tnformns u ik 
sebagaimana dimaksud datam Pasat 4 pating tambat 3 (tiga) butan sete a i at an 
petaksanaan anggaran berakhir.

(2) Satinan taporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada hormsi 
tnformasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. Gambaran umum kebijakan petayanan tnformasi Pubtik di Badan Pubtik;
b. Gambaran umum petaksanaan petayanan tnformasi Pubtik, antara tain:

1. Sarana dan prasarana petayanan tnformasi Pubtik yang dimitiki beserta kondisinya
2. Sumber daya manusia yang menangani petayanan tnformasi Publik beserta 

kuatifikasinya
3. Anggaran petayanan informasi serta taporan penggunaannya;

c. Rincian petayanan tnformasi Pubtik masing-masing Badan Pubtik yang metiputi:
1. Jumtah permohonan tnformasi Pubtik
2. Waktu yang dipertukan datam memenuhi setiap permohonan tnformasi Put ik 

dengan ktasifikasi tertentu
3. Jumtah permohonan tnformasi Pubtik yang dikabuikan baik sebagi?!' , u 

seturuhnya, dan
4. Jumtah permohonan tnformasi Pubtik yang ditotak beserta atasannya;

d. Rincian penyetesaian sengketa tnformasi Pubtik, metiputi:
1. Jumtah keberatan yang diterima;
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan petaksanaannya oteh badan puoh
3. Jumtah permohonan penyetesaian sengketa ke Komisi tnformasi yang berwenang
4. Hasit mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi tnformasi yang berwenang can 

petaksanaanya oteh badan pubtik
5. Jumtah gugatan yang diajukan ke pengaditan, dan
6. Hasit putusan pengaditan dan petaksanaannya oteh badan pubtik;
e. Kendata eksternat dan internat datam petaksanaan tayanan tnformasi Publik:
f. Rekomendasi dan rencana tindak tanjut untuk meningkatkan kuatitas pela' anan 

informasi.
(4) Badan Pubtik membuat taporan sebagaimana dimaksud ayat (1) datam bentuk:

a. Ringkasan mengenai gambaran umum petaksanaan tayanan tnformasi Publik 
masing-masing Badan Pubtik; dan

b. Laporan tengkap yang merupakan gambaran utuh petaksanaan tayanan tnformasi 
Pubtik masing-masing Badan Pubtik.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tnformasi Publik 
yang wajib tersedia setiap saat.

(6) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara penyampaian taporan diatur dengan 
Keputusan Komisi tnformasi.



Bagian Kedua 
Evatuasi

Pasa! 37

(1) Komisi tnformasi dapat metakukan evatuasi petaksanaan tayanan tnformasi Pubtik oieh 
Badan Pubtik 1 (satu) kati datam setahun.

(2) Hasit evatuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan PuHik 
dan diumumkan kepada pubtik.

BAB Vt!t
PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERAS!ONAL 

LAYANAN !NFORMAS! PUBUK

Pasa! 38

(1) Badan Pubtik wajib membuat Keputusan mengenai standar prosedur ope a k at 
tayanan tnformasi Pubtik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumrnt si 
sebagaimana diatur datam Pasat 7 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Info m si 
Pubtik.

(2) Keputusan mengenai standar prosedur operasionat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
a. Kejetasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPtD;
b. Kejetasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsionat dan/atau petugas 

informasi apabita dipertukan;
c. Kejetasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPtD daiam ia) 

terdapat tebih dari satu PPtD;
d. Kejetasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPtD ysng 

bertanggung jawab mengetuarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oieh 
Pemohon tnformasi Pubtik;

e. Standar tayanan tnformasi Pubtik serta tata cara pengetotaan keberatan di tingkungan 
internat Badan Pubtik; dan

f. Tata cara pembuatan taporan tahunan tentang tayanan tnformasi Pubtik.

Pasa! 39

(1) Badan Pubtik dapat meminta masukan kepada Komisi tnformasi mengenai rancang? n 
Keputusan mengenai standar prosedur operasionat tayanan tnformasi Pubtik yang te ah 
disusun.

(2) Komisi tnformasi dapat memberikan masukan atas rancangan standar pro;e jr 
operasionat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar bagi E ar an 
Pubtik sebagai atasan pembenar datam proses penyetesaian sengketa tnformasi F u' ik 
di Komisi tnformasi.

(4) Masukan yang diberikan oteh Komisi tnformasi sebagaimana dimaksud pa y ^  
tidak mengurangi independensi Komisi tnformasi datam memutus p e r y c e i  n 
sengketa tnformasi Pubtik.

BAB !X 
KETENTUAN PERAUHAN

Pasa! 40

(1) Permohonan tnformasi Pubtik yang masih datam proses petayanan pada saat PeretL tn 
ini mutai bertaku, dibertakukan ketentuan sebagaimana diatur datam Pere^r n 
Perundang-undangan yang tetah bertaku sebetumnya.

(2) Sengketa !nformasi Pubtik yang terjadi sebetum Peraturan ini mulai be-ia^u, 
dibertakukan ketentuan sebagaimana diatur datam Peraturan Perundang-undangan 
yang tetah bertaku sebetumnya.



BABX 
KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 41

Pada saat Peraturan ini muiai bertaku, Peraturan mengenai standar prosedur operasiona! 
datam tayanan tnformasi Pubtik yang dibentuk o!eh Badan Pubtik dinyatakan masih tetap 
bertaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan datam Peraturan ini.

Pada saat Peraturan ini bertaku, datam hat betum terbentuk PP!D, PPtD dilaksanakan 
sementara o!eh pejabat yang berwenang di bidang petayanan informasi.

(1) Datam hat Komisi tnformasi Kabupaten betum terbentuk, penyampaian satinan laporan 
tayanan tnformasi Pubtik sebagaimana dimaksud datam Pasat 36 disampaikan kr p? ia 
Komisi tnformasi Provinsi.

(2) Datam hat Komisi tnformasi Kabupaten betum terbentuk, evatuasi petaksanaan a n 
tnformasi Pubtik sebagaimana dimaksud Pasat 37 ditakukan oteh Komis; irfo n si 
Provinsi.

Kewajiban untuk membuat Keputusan mengenai standar prosedur operasicnai c a n  
tayanan tnformasi Pubtik sebagimana dimaksud datam Pasat 38 ditaksanakan selan t- 
tambatnya 6 (enam) butan sejak bertakunya Peraturan ini.

Komisi tnformasi metakukan peninjauan kembati dan evatuasi Peraturan ini sela n : t- 
tambatnya datam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini dibertakukan.

Peraturan Bupati Muna ini mutai bertaku pada tanggat ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupit! ini 
dengan penenpatannya datam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Pasa! 42

Pasa! 43

Pasa! 44

Pasa! 45

Pasa! 46

^  RAF* K O L f R t

Ditetapkan di : Raha
. J) <3 — 20 !3 t r T D A K A S  MUNA

Diundi
Pada tanggat eP — 2011
Seki

H. LA ORA

Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPAT! MUNA 
NOMOR ^  TAHUN 2011 

TENTANG
STANDAR LAYANAN !NF0RMAS! PUBUK

!. UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan tnformasi Pubtik mea p? an 
jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoteh informasi sebagai satah satu nak 
asasi manusia yang dijamin oteh Pasat 28 F Undang-Undang Dasar Negara Repubtik 
tndonesia Tahun 1945.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan tnformasi Pubtik 
sangat penting sebagai tandasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang 
untuk memperoteh tnformasi Pubtik; (2) kewajiban Badan Pubtik datam menyediakan dan 
metayani permohonan tnformasi Pubtik secara cepat, tepat waktu, biaya 
ringan/proporsionat, dan cara sederhana; (3) pengecuatian tnformasi Pubtik bersifat ketat 
dan terbatas; (4) kewajiban Badan Pubtik untuk membenahi sistem dokumentasi dan 
petayanan informasi.

Petaksanaan Undang-Undang Keterbukaan tnformasi Pubtik memeriukan peraturan 
petaksana sebagaimana dimandatkan datam ketentuan Pasat 1 angka 4, Pasal 9 ayat 8), 
Pasa) 11 ayat (3), dan Pasa) 22 ayat (9), Pasat 23, dan Pasa) 26 ayat (1) huruf b d' c 
Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan tnformasi Pubtik. O ie i 3! na 
itu pertu ditetapkan Peraturan Komisi tnformasi Pusat tentang Standar Layanan trf sr isi 
Pubtik.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi Badan Pubiik ja  nm 
metaksanakan petayanan tnformasi Pubtik; (2) meningkatkan petayanan tnformasi Pubiik 
di tingkungan Badan Pubtik untuk menghasitkan tayanan tnformasi Pubtik yang berkuaiitas;
(3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoteh akses tnformasi Pubiik; 
dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyetenggaraan keterbukaan informasi 
sebagaimana diatur datam Undang-Undang Keterbukaan tnformasi Pubtik.

Peraturan ini mengatur mengenai:
a. Badan Pubtik yang didatamnya mencakup (1) ruang !ingkup Badan Pubtik; (2) 

kewajiban Badan Pubtik datam petayanan informasi Pubtik; serta (3) tanggung jawab dan 
wewenang Pejabat Pengetota tnformasi dan Dokumentasi (PPtD);

b. Kewajiban Badan Pubtik datam menyediakan informasi tertentu metatui mekanisme 
pengumuman )nformasi Pubtik baik secara berkata maupun serta merta serta 
petayanan informasi atas dasar permohonan yang antara )ain mencakup informasi 
yang tersedia setiap saat;

c. tnformasi yang dikecuatikan yang didaiamnya mencakup tata cara bagi Badan Publik 
datam mengecuatikan tnformasi;

d. Standar tayanan tnformasi Pubtik yang mencakup (1) standar tayanan tnformasi Pubiik 
metatui pengumuman; (2) standar tayanan tnformasi Pubtik metatui permononan 
beserta biaya perotehan informasi;

e. Tata cara pengetotaan keberatan yang mencakup (1) pengajuan keberatan; (2) 
registrasi keberatan; dan (3) tanggapan atas keberatan;

f. Laporan dan evatuasi petaksanaan tayanan tnformasi Pubtik; serta
g. Penyusunan standar prosedur operasionat tayanan tnformasi Pubtik.



Pasa!1
Cukup jetas.

Pasa!2
Cukup jetas.

Pasa!3
A ya t(1)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jetas.

Huruf g 
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

A ya t(3)
Cukup jetas.

Pasat 4
Cukup jetas.

Pasa)5
Pada Badan Pubtik yang memitiki banyak unit kerja atau satuan k 
berbagai kantor yang berbeda-beda, kebutuhan untuk memitiki petugas t 
setiap kantor untuk membantu PPtD mengetota dan metayani akses infor 
mungkin dipertukan. Berbeda dengan Badan Pubtik yang tidak mem i 
unit/satuan kerja, PPtD dapat sekatigus metaksanakan fungsi seba^e 
informasi. Setain petugas informasi, Badan Pubtik bisa juga menunjuk p 
fungsionat seperti arsiparis dan pranata komputer juga mungkin dipertuksr 
membantu PP!D memastikan akses informasi pubtik yang baik.
Badan Pubtik dapat puta memutuskan untuk menunjuk PPiD Utama dan  ̂ a 
apabita dibutuhkan. Datam hat terdapat tebih dari satu PP!D, Badan Pub!i \ m ; 
pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan antar PPtD tersebut.

an 
di 
at 
ak 
as 

i <at 
uk

na
ur

Pasa!6
Cukup jetas.



Pasa!7

A ya t(1)
PP!D bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian se!nruh 
informasi dari setiap unit/satuan kerja yang tetah diserahkan kepadanya dan 
memastikan pimpinan setiap unit/satuan kerja untuk menyimpan secara sik 
seturuh informasi yang berada di bawah penguasaannya.

A ya t(2)
Yang dimaksud dengan pengumputan tnformasi Pubtik secara ah
pengumputan dan penyimpanan informasi datam bentuk satinan eiei tr rtik 
atau satinan tertutis.

Aya t(3)
Cukup jetas.

A ya t(4)
Cukup jetas.

Pasa! 8

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

A ya t(3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adatah seturuh pit n ng
memitiki kepentingan terhadap seturuh kegiatan yang ditakukcr eh
Badan Pubtik dimaksud khususnya yang terkait dengan tugas, po o an
fungsi Badan Pubtik tersebut.

Huruf b
Cukup jetas.

A ya t(4)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas.

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

A ya t(5)
Cukup jetas.



Pasa)9
Cukup jetas.

Pasa) 10
Cukup jetas.

Pasa) 11

A ya t(1)

Huruf a

Angka 1
Cukup je)as.

Angka 2
Yang dimaksud dengan profi) singkat pejabat strukturat me i
1. Nama;
2. Nomor tetepon dan sarana komunikasi satuan unit kerj / a

dihubungi;
3. Atamat unit/satuan kerja pejabat;
4. Latar betakang pendidikan; dan
5. Penghargaan yang pernah diterima;

Angka 3
Cukup jeias.

Huruf b

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Angka 3
Cukup jetas.

Angka 4
Cukup jetas.

Angka 5
Yang dimaksud dengan informasi anggaran metiputi ringkesan 
informasi seperti Daftar tsian Penggunaan Anggaran (D)PA). dpi u en 
anggaran tainnya seperti rincian DtPA, rincian Daftar Feia : an
Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposat, dtt.

Angka 6
Yang dimaksud dengan agenda penting terkait petaksr i as
Badan Pubtik misatnya: proses perencanaan progr ! es
pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuata: an
perundang-undangan serta waktu untuk memberi masu^a da
dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja tndonesir <ar
negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Witayah (RT tu
distribusi dana Bantuan Operasionat Sekotah (BOS), ag. ng
pada tiap tingkatan peraditan.



Angka 7
Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang prr^ r; au
kegiatan Badan Pubtik yang berkaitan tangsung denga i ak
masyarakat misatnya hak masyarakat atas beras ! : in,
Bantuan Operasionat Sekotah, Asuransi Kesehatan bagi masy ^ <at 
miskin,atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah.

Angka 8
informasi tentang penerimaan pegawai Badan Pub!ik \ ^ ra, 
sekurang-kurangnya metiputi:
1. Pengumuman penerimaan pegawai di iingkungan Badan Pt i !
2. Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di tingkjr ;:an 

Badan Pubtik;
3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dan an

penerimaan pegawai;
4. Daftar posisi yang disediakan, jumiah formasi yang dibutuhkan, 

tahapan seieksi, serta persyaratan dan kuaiifikasinya;
5. Tahapan dan waktu proses rekrutmen pegawai;
6. Komponen dan standar niiai ketutusan pegawai; dan
7. Daftar caion pegawai yang teiah iuius seieksi padi ap

tertentu daiam ha) seieksi iebih dari satu tahap tar
pegawai yang diterima.

Seiain informasi di atas, caion pegawai atau pejabat juga i  at 
mengakses hasii peniiaian dari setiap tahapan seieksi yang diiku r a.

Angka 9
informasi tentang penerimaan peserta didik da! ap
iembaga pendidikan, sekurang-kurangnya metiputi:
1. Pengumuman penerimaan peserta didik da ap

tembaga pendidikan;
2. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta d m

setiap iembaga pendidikan
3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkait^ an

penerimaan peserta didik datam setiap tembaga pendk i
4. Jumiah kursi yang tersedia, tahapan seieksi, serta ' an

dan kuatifikasinya;
5. Komponen dan standar niiai keiuiusan peserta c r m

setiap tembaga pendidikan; dan
6. Daftar caton peserta didik datam setiap tembaga p e r; an

yang teiah iuius seieksi pada tahap tertentu datam h a : <si
tebih dari satu tahap dan daftar peserta didik da r  i  ; ap
tembaga pendidikan yang diterima.

Setain informasi di atas, caton peserta didik juga dapat menga es
hasii peniiaian dari setiap tahapan seieksi penerimaan pei e f iik
yang diikutinya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan iaporan narasi adaiah narasi outp m
dan/atau kegiatan yang sekurang-kurangnya berisi:
1. Capaian kinerja Badan Pubtik datam target yang ditetapkan da,; nn

tersebut;
2. Dukungan sumber daya manusia dan reatisasi anggaran untuk rr ai

target tertentu datam kurun waktu satu tahun ke depan; dan
3. informasi tain yang menggambarkan akuntabititas prograr au

kegiatan.



Bagi Badan Pubtik yang wajib membuat Laporan Akuntabiitas i rja
instansi Pemerintah (LAKtP), maka format yang digunakan adain i  ia t
tersebut. Kewajiban membuat ringkasan tidak menutup ki mni an
Badan Pubiik untuk mengumumkan secara berkata tapon i < ap
informasi yang dimaksud.

Huruf d

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Angka 3
Cukup jetas.

Angka 4
Cukup jetas.

Huruf e

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Angka 3
Cukup jetas.

Angka 4
Cukup jetas.

Huruf f

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Huruf g
Pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi adaish p ;as 
informasi apabita ada, PPtD, atasan PP!D, dan Komisi [nformasi.

Huruf h
Cukup jetas.

Huruf i
Cukup jetas.

Huruf j
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas



Pasat 12

A ya t(2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan utititas pubtik antara tain tistrik ;tr an 
transportasi umum.

A ya t(3)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan cara mendapatkan bantuan misr, ior
tetepon pemadam kebakaran, ambutans atau potisi atau pih  ̂ A ng
bertanggungjawab apabita timbut keadaan yang mengancam up
orang banyak dan ketertiban umum.

Huruf g
Cukup jetas.

Huruf h
Cukup jetas.

A ya t(4)
Cukup jeias.



Pasa! 13
A ya t(1)

Huruf a

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Angka 3
Cukup jeias.

Angka 4
Cukup jetas.

Angka 5
Cukup jetas.

Angka 6
Cukup jetas.

Angka 7
Yang dimaksud dengan jangka waktu penyimpanan 3 ; i isi 
arsip adatah jangka waktu sebagaimana diatur datam p r an 
perundang- undangan tentang kearsipan.

Huruf b

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Angka 3
Cukup jetas.

Angka 4
Cukup jetas.

Angka 5
Cukup jetas.

Angka 6
Cukup jetas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan informasi tengkap adaiah seturuh informasi ia m
Pasat 11 yang tidak datam bentuk ringkasan. Huruf d

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Angka 3
Cukup jeias.



Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jetas.

Huruf g
Cukup jetas.

Huruf h
Cukup jetas.

Huruf i
Cukup jetas.

Huruf j
Cukup jetas.

Huruf k
Cukup jetas.

Huruf t
Cukup jetas.

Huruf m
Cukup jetas.

Huruf n
Cukup jetas.

Huruf o
Cukup jetas.

Huruf p
Cukup jetas.

Huruf q
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

Pasa! 14
Cukup jetas.

Pasa! 15
Cukup jetas.

Pasa) 16

A ya t(1)
Pengujian konsekuensi ditakukan oteh PP!D pada saat sebetum 
permohonan maupun karena adanya permohonan.
Hasit pengujian konsekuensi sebetum adanya permohonan wajib din  ̂
datam Daftar tnformasi Pubtik yang ditetapkan oieh PPtD atas pc s 
atasan PPtD. Datam hat pengujian konsekuensi ditakukan karena 
permohonan, dan oteh karenanya pertu dihitamkan atau dikaburka, 
memertukan persetujuan atasan PPtD.



A ya t(3)
Cukup jetas.

A ya t(4)
Cukup jetas.

Pasat 17

A ya t(1)
Pengaburan informasi dapat ditakukan dengan mengganti materi itifom asi 
tersebut dengan istitah tain. Misat datam Putusan Pengaditan terkait tindak 
pidana kesusitaan identitas as!i saksi korban dapat dihitamkan atau diganti 
menjadi istitah Saksi), Korban t, dan seterusnya.

Aya t(2)
Cukup jetas.

A ya t(3)
Yang dimaksud dengan materi adatah keterangan tentang informasi y ng 
dihitamkan atau dikaburkan. tVtisatnya informasi tentang nomor rei e ng 
pribadi xxxxx atas nama yyyyy di Bank zzzzz dihitamkan dengan atasan p da 
Pasai 17 huruf h tentang rahasia pribadi dengan tambahan keterangan ?ri 
berupa informasi yang dihitamkan adatah informasi tentang nomor reke r

Pasat 18

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

Pasa) 19

A ya t(1)
Cukup jetas. Ayat (2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Pasa)20

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Pengumuman meiatui situs resmi diwajibkan bagi Badan Pubtik Negara \ rtg 
sudah memitiki situs resmi.



A ya t(3)
Format pengumuman dibuat dengan ringkas dengan mencantumkan i na 
PP!D dan/atau petugas informasi serta a!amat/nomor tetepon yang j )at 
dihubungi apabita pemohon/pengguna informasi membutuhkan inforrra! ici 
dari pengumuman yang ada.

A ya t(4)
Cukup jetas.

A ya t(5)
Yang dimaksud dengan kemampuan yang berbeda adatah mereka y r tat 
metakukan hat yang tidak dapat ditakukan oteh orang pada /a.
[Vtisatnya membaca huruf braitte, menggunakan bahasa isyarat dengr an 
untuk berkomunikasi, dan tain tain.

Pasat 21

A ya t(1)
Yang dimaksud dengan badan pubtik sesuai dengan kewenangannya adatah
a. Badan yang tugas, fungsi, dan kewenangannya terkait dengan penanggul t an 

bencana dan/atau keadaan darurat serta badan pubtik penyeiet g ira 
kegiatan yang berpotensi menimbutkan ancaman terhadap hajat hidup o rng 
banyak dan ketertiban umum; dan/atau

b. Badan tain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup o ng 
banyak dan ketertiban umum.

Yang dimaksud dengan serta merta adatah tanpa penundaan.

A ya t(2)
Sarana dan prasarana yang dimaksud harus diarahkan agar masy ; ng
berpotensi terkena dampak mengetahui secara jetas informasi yang c r an 
untuk menghadapi keadaan darurat, misat informasi tentang prosedu isi
disampaikan metatui teaftet, batiho dan berbagai media tuar ruang tainn ?

A ya t(3)
Cukup jetas.

Pasa! 22
Cukup jetas.

Pasa!23

A ya t(1)
Cukup jetas. Ayat (2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

A ya t(3)
Cukup jetas.

A ya t(4)



Huruf c
Cukup jelas. 

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jetas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jetas.

A ya t(5)
Cukup jetas.

Pasai 24

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

A ya t(3)
Cukup jetas.

A ya t(4)
Cukup jetas.

A ya t(5)
Cukup jetas.

A ya t(6)
Cukup jetas.

A ya t(7)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas.



Huruf f
Cukup jeias.

Huruf g
Cukup jetas.

Huruf h
Cukup jeias.

Huruf i
Cukup jeias.

Huruf j
Cukup jetas.

Huruf k
Cukup jetas.

Huruf t
Cukup jetas.

Huruf m
Cukup jetas.

Huruf n
Cukup jetas.

Huruf o
Cukup jetas.

A ya t(8)
Cukup jetas.

Pasa! 25

A ya t(1)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas.

A ya t(2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.



A ya t(4)
Cukup jetas.

Pasat 26

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jetas.

Huruf g
Cukup jetas.

Huruf h
Cukup jetas.

A ya t(3)
Cukup jetas.

A ya t(4)
Cukup jetas.

A ya t(5)
Cukup jetas.

A ya t(6)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.



Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jetas.

Huruf g
Cukup jetas.

Huruf h
Cukup jetas.

Huruf i
Cukup jetas.

A ya t(7)
Cukup jetas.

A ya t(8)
Cukup jetas.

A ya t(9)
Cukup jetas.

Ayat (10)
Cukup jetas.

Ayat (11)
Cukup jetas.

A ya t(12)
Cukup jetas.

Pasa) 27

A ya t(1)
Yang dimaksud dengan ringan adatah Badan Pubtik memberika- tsi
datam bentuk sedemikian rupa yang dapat meminimatisir biaya in
informasi. tVtisatnya apabita memungkinkan informasi dapat diberiki; ra 
cuma-cuma dengan cara memberikannya datam bentuk softcopy rt e iui 
media yang sesuai dengan teknotogi informasi yang dimitiki dan diseo? ati 
oteh Pemohon informasi Pubtik.

A ya t(2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Biaya penyatinan dan pengiriman adatah biaya aktuai yang diiic L < an 
oteh Badan Pubtik.

Huruf c
Datam hat informasi yang diminta memuat informasi yang membut :! an 
izin dari pihak ketiga untuk membukanya sebagaimana diatur da!r i a) 
18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keterbukaan tnformasi Putri <a 
Badan Pubtik dapat meminta biaya seperti biaya meminta izin, W i, si, 
dan/atau pemanggitan untuk mendapatkan informasi tersebut.



A ya t(3)
Untuk penggandaan, apabita yang dibutuhkan adatah fotokopi, maka standar 
yang bertaku umum adatah harga fotokopi pertembar yang baisanya ber!ak < di 
daerah tersebut. Demikian juga dengan penggandaan datam bentuk rekan an 
ke disket, maka harga disket ditetapkan sesuai dengan harga disket yang 
bertaku umum di daerah tersebut.

A ya t(4)
Cukup jeias.

Pasa! 28

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan rekening resmi berdasarkan peraturan perui d ig- 
undangan adatah rekening Badan Pubtik apabita Badan Pubtik meru ^  an 
adan Layanan Umum (BLU) atau memitiki Pota Pengetotaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (PPK-BLU), atau apabita tetah ada Pernturan 
Pemerintah yang mengatur mengenai tarif tayanan informasi meialui 
mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

A ya t(3)
Cukup jetas.

A ya t(4)
Cukup jetas.

Pasai 29
Cukup jetas.

Pasat 30

A ya t(1)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas.

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.



A ya t(3)
Cukup jetas.

Pasa! 31

A ya t(1)
Yang dimaksud atamat dan nomor kontak adatah atamat kontak. ir a: 
atamat kantor, nomor tetepon atau faksimiti, dan/atau emait unit/sa u r, i rja 
PPtD.

A ya t(2)
Sarana komunikasi yang efektif adatah media yang dapat memudahka i an 
memberikan saturan yang beragam bagi masyarakat datam mengajukan 
keberatan seperti situs resmi, tetepon, atau surat sepanjang pemanfaatan sa ana 
komunikasi tersebut dapat menjadi atat bukti bahwa keberatan tetah diterin a

Pasat 32

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

A ya t(3)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas.

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jetas.

Huruf g
Kasus posisi memuat kronotogi kasus permohonan infom-a^ i ta 
tangkah-tangkah yang diambit oteh PPtD datam merespon permo an 
informasi.

Huruf h
Cukup jetas.

Huruf i
Cukup jetas.



A ya t(4)
Cukup jetas

A ya t(5)
Cukup jetas

A ya t(6)
Cukup jetas

Pasat 33

A ya t(1)
Cukup jetas

A ya t(2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas.

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jetas.

Huruf g
Cukup jetas.

Huruf h
Cukup jetas.

Huruf i
Cukup jetas.

Huruf j
Cukup jetas.

Huruf k
Cukup jetas.

A ya t(3)
Cukup jetas.

Pasat 34

A ya t(1)
Cukup jetas.



A ya t(2)

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup je!as.

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

A ya t(3)
Cukup jetas.

Pasat 35

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

Pasat 36

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Badan Pubtik di tingkat Provinsi menyampaikan satinan taporan sebags rr ?na 
dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi tnformasi Provinsi dengan terr b san 
kepada Komisi tnformasi Pusat. Badan Pubtik di tingkat kabupa^n/i )ta 
menyampaikan satinan taporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepadaKomisi tnformasi Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Komisi 
tnformasi Provinsi dan Komisi tnformasi Pusat.

A ya t(3)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Ang^a 3
Cukup jetas.



Huruf c

Angka 1
Cukup jetas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan ktasifikasi tertentu adatah penanganan 
permohonan informasi daiam waktu (a) 1-3 hari, (b) 4-10 hari (e) 1 -  
17 hari, dan (c) tebih dari 17 hari kerja.

Angka 3
Cukup jetas.

Angka 4
Cukup jetas.

Huruf d

Angka1
Cukup jetas.

Angka 2
Cukup jetas.

Angka 3
Cukup jetas.

Angka 4
Cukup jetas.

Angka 5
Cukup jetas.

Angka 6
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jetas.

A ya t(4)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

A ya t(5)
Cukup jetas.

A ya t(6)
Cukup jetas.

Pasat 37

A ya t(1)
Cukup jetas.



A ya t(2)
Cukup jetas.

Pasat 38

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)

Huruf a
Cukup jetas.

Huruf b
Cukup jetas.

Huruf c
Cukup jetas.

Huruf d
Cukup jetas.

Huruf e
Cukup jetas.

Huruf f
Cukup jetas.

Pasa! 39

A ya t(1)
Cukup jelas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

A ya t(3)
Cukup jetas.

A ya t(4)
Cukup jetas.

Pasat 40

Aya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.

Pasa) 41
Cukup jetas.

Pasa! 42
Cukup jetas.

Pasa) 43

A ya t(1)
Cukup jetas.

A ya t(2)
Cukup jetas.



Pasa! 44
Cukup jetas.

Pasa! 45
Cukup jetas.

Pasat 46
Cukup jetas.
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DAFTAR !NFORMAS! PUBUK*

No. Rtngkasan tsi tnformasi
Pejabat/Unit/Satker 

Yang Menguasai 
tnformas!

Penanggungjawab 
Pembuatan atau 

Penerbttan informasi

Waktu dan Tempat 
Pembuatan tnformasi

Bentuk tnformasi 
Yang Tersedia

Jangka Waktu 
Penyimpanan Atau 

Retensi Arstp

KETERANGAN:
* Format ini adatah format Daftar tnformasi secara manua). Badan Pubtik dapat mengembangkan datam format tain, misatnya secara komputerisasi yang harus tetap 

dapat diakses oteh pubtik serta mencakup unsur-unsur yang termuat datam format ini.

PARAF KOORPth 
S U P A Y !

"T  S'.SIUAM P'
; ^EYSA'*'! M U M A

......... -  r  y



FORMAT FORMUUR PERMOHONAN !NFORMAS! PUBLiK
(Rangkap Dua)

[Nam a Badan Pubtik 
Atam at, Nom or Tetepon, Faksimiti, E-mait acfa)]

FORMUUR PERMOHONAN tNFORMAS)
Nom or Pendaftaran (<ms;petugasj*..............

Nama : ....................................................................
Atamat : ....................................................................
Pekerjaan : ....................................................................
Nomor Tetepon/E-mail : ....................................................................

Rincian tnformasi yang dibutuhkan 
(tambahkan kertas M a per/u)

Tujuan Penggunaan tnformasi

Cara Memperoleh tnformasi**

Cara Mendapatkan Salinan tnformasi**

Petugas Petayanan tnformasi,
(Penerima informasi)

1. I j Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat***

2. j I Mendapatkan Satinan tnformasi (hardcopy/softcopy)***

1. j j Mengambit Langsung

2. ] ] Kurir

3. j j Pos

4. j j Faksimiti

5. ] ] E-mail

..................... (tempat),......................... (tanggai/buian tahun)

Pemohon tnformasi,

(...................................... )
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
* Diisi oleh Petugas berdasarkan Nomor Registrasi Pemohon tnformasi Pubtik
* *  Pitih satah satu dengan member tanda (-^)
* * *  Coret yang tidak perlu

Nama dan Tanda Tangan

PAM A F
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REGtSTER PERMOHONAN tNFORMASt PUBLtK*

No Tg' Nama Alamat Nomor Kontak Pekerjaan
tnformasi Yang 

Diminta

Tujuan

Penggunaan

Informasi

Status Irtformasi
Bentuk Informasi 

Yang Dikuasai

Jenis Permohonan

Keputusan
Atasan

Penotakan

Hari dan Tanggal
Biaya dan Cara 

Pembayaran
Di Bawah 

Penguasaan

Beium

Didokumen­

tasikan

Melihat/

Mengetahui

Meminta

Salinan

Pemberi­

tahuan

Tertulis

Pemberian

tnformasi
Ya Tidak Softcopy Hardcopy Biaya Cara

KETERANGAN:
Nomor Diisi
Tangga! Diisi
Nama Diisi
Alamat Diisi
Nomor Kontak Diisi
Pekerjaan Diisi
Informasi Yang Diminta Diisi
Tujuan Penggunaan Informasi Diisi
Status Informasi Diisi
Bentuk Informasi Yang Dikuasai Diisi
Jen is Permohonan Diisi
Keputusan Diisi
Alasan Penolakan Diisi
Hari dan Tanggal Diisi

a. h

Biaya & Cara Pembayaran

pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan 
tertulis ini sama dengan penolakan,

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.
Diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

Formaf /b/ ada/a/i fbrmaf Peg/sfer Permohonan /n/ormas;' PubM secara manua/. Badan PuMR cfapa? mengem^ang^art cfafam /brmaf fa;'n, mfsafnya secara ^ompufen'sas< dengan memenuh' unsur-unsur yang fermua^ c/a/am /brma? /h/.

supafi
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/
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[Nam a Badan Pubtik 
Atamat, Nom or Tetepon, Faksimiti, E-mait (//ka ada)]

PEMBER!TAHUAN TERTUUS

Berdasarkan permohonan tnformasi pada tanggat ....  butan .................  Tahun .......  dengan n om or
pendaftaran* .......... , Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama : ............................................................................................
Atamat : .............................................................................................

No. Tetepon/E-mait

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. tnformasi Dapat Diberikan

No. Hat-Hat Terkait tnformasi Pubtik Keterangan

1. Penguasaan tnformasi Pubtik** ! ! Kami
] t Badan Pubtik Lain, ya itu ................

2. Bentuk Fisik yang te rsed ia ** P  i Softcopy (termasuk rekam an)
1 ) Hardcopy/satinan tertutis

3. Biaya yang dibutuhkan P 1 Rp...... x ......(jumtah tembaran) =Rp........

n  Rp......
n  Rp......
Jmt Rp......

4. Waktu Penyediaan ....hari.
5. Penjetasan penghitaman/pengaburan tnformasi yang d im o h o n ****  (tambahkan kertas M a o e t ;

B. tnformasi tidak dapat diberikan karena:**
] j tnformasi yang diminta betum dikuasai 
i— i tnformasi yang diminta betum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang betum didokumentasikan ditakukan datam jangka w ak tu ............* * * * *

................ (Tempat),..............................(tanggaf/bufan/tahun)

Pejabat Pengetota tnformasi dan Dokumentasi

(....................................... )
Nama & Tanda Tangan

Keterangan:
* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formuiir permohonan.
* *  Pitih satah satu dengan memberi tanda (^).
* * *  Biaya penyatinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai 

dengan standar biaya yang tetah ditetapkan.
* * * *  Jika ada penghitaman informasi datam suatu dokumen, maka diberikan atasan penghitamannya.
* * * * *  pjjgj dengan keterangan waktu yang jetas untuk menyediakan informasi yang diminta._____________________
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SURAT KEPUTUSAN PPtD TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN tNFORMASt
f Rangkap Dua)

[Nama Badan Pubtik 
Atamat, Nomor Tetepon, Faksimiti, E-mai) (//ka ada)]

SURAT KEPUTUSAN PP)D TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

Nomor Pendaftaran*........................

j
Nama : ...........................................................................................  !
Atamat

Nomor Tetepon/E-mai!
Rincian tnformasi yang dibutuhkan

PPtD memutuskan bahwa tnformasi yang dimohon adatah:

PERMOHONAN tNFORMASt DtTOLAK

Jika Pemohon tnformasi keberatan atas penotakan ini maka Pemohon tnformasi dapat mengujuk^rt } 
keberatan kepada atasan PPtD setambat-tambatnya 30 (tiga putuh) hari kerja sejak menerima Surat 
Keputusan ini.

................ (Tempat),................ (tanggat/buian/tahun)

Pejabat Pengetota tnformasi 
dan Dokumentasi (PPtD)

Nama & Tanda Tangan
Keterangan:
*

**
* * *

Diisi oteh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan tnformasi Pubtik.
Diisi oteh PPtD sesuai dengan pengecuatian pada Pasat 17 huruf a -  i UU KtP.
Sesuai dengan Pasat 17 huruf j UU KtP, diisi oteh PPtD sesuai dengan pasat pengecuatian 
dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan 
pasa) dan undang-undangnya).
Diisi oteh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis 
sebagaimana diatur datam Ut' KtP dan Peraturan ini.
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FORMAT FORMUUR KEBERATAN 
(RANGKAP DUA)

[Nama Badan Pubtik 
Atamat, Nomor Tetepon, Faksimiti, E-mait (jtka ada)]

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN tNFORMASt

A. tNFORMASt PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan 
Nomor Pendaftaran Permohonan tnformasi 
Tujuan Penggunaan tnformasi 
identitas Pemohon 

Nama 
Atamat 
Pekerjaan 
Nomor Tetepon 

tdentitas Kuasa Pemohon * *
Nama
Alamat
Nomor Tetepon

.(d/Zs/ petugas-

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN* * *

a. Permohonan tnformasi di totak.
b. tnformasi berkata tidak disediakan
c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

1 d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
_____ e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
____  g. tnformasi disampaikan metebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POStS) (tambahkan kertas M a per/u)

D. HAR)/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DtBERtKAN : (tangga(/bu/an/taf!un)(dHS<otehpetugas)**** 

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

..ftempat)................ ftanggal/buian/fafm'i,)

Mengetahui*****
Petugas Snformasi, Pengaju Keberatan,

(Penenma /nformas/)

..................................... ) (......................................
Nama dan Tanda Tangan Mama dan Tanda Tangan

KETERANGAN
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
**  tdentitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan metampirkan Surat Kuasa. }
* * *  Sesuai dengan Pasat 35 UU KiP, dipitih oteh pengaju keberatan sesuai dengan atasan keberatan yang diajukan }
* * * *  Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu daiam UU KtP
* * * * *  Tanggai diisi dengan tangga) diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai

dengan buku register pengajuan keberatan.
* * * * * *  Dalam hai keberatan diajukan secara tangsung, maka formutir keberatan juga ditandatangani oleh petugas

yang menerima pengajuan keberatan. }
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REG!STER KEBERATAN*

No. Tangga) Nama Aiamat Nomor Kontak Pekerjaan

Nomor
Pendaftaran
Permohonan

informasi

tnformasi yang 
Diminta

Tujuan
Penggunaan

tnformasi

Aiasan Pengajuan Keberatan (Pasai 
35 ayat (1) UU KiP) Keputusan 

Atasan PPiD

Hari dan Tanggai 
Pemberian 

Tanggapan atas 
Keberatan

Nama dan 
Posisi Atasan 

PPtD

Tanggapan
Pemohon
informasia* b* c* d* e* f* g*

Keterangan:
No.
Tanggal
Mama
Atamat
Nomor Kontak 
Pekerjaan
No. Pendaftaran Permohonan informas!

tnformasi Yang diminta
Tujuan Penggunaan informasi
Aiasan Pengajuan Keberatan (Pasat 35ayat(1)UUK)P)

Keputusan atasan PPiD
Hari dan Tanggat Pemberian tanggapan atas Keberatan 
Nama dan Posisi Atasan PPiD 
Tanggapan Pemohon informasi

: diisi tentang nomor registrasi keberatan.
: diisi tentang tanggal keberatan diterima.
: diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya 

: diisi tentang atamat lengkap dan jeias Pemohon Informasi.
: diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.
: diisi tentang pekerjaan Pemohon informasi Publik.

: diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkata, maka kolom ini tidak perlu

diisi.
diisi dengan informasi yang diminta.
diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

b. Tidak disediakannya informasi berkala

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi

d. Permintaan informasi tidak ditanggap! sebagaimana yang diminta

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar

g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
: diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.

diisi hari dan tangga! pemberian tanggapan atas keberatan.

diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID

diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.
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